
 

 

BUPATI PELALAWAN 
PROVINSI RIAU 

 

KEPUTUSAN BUPATI PELALAWAN 
      NOMOR : Kpts. 360/BPBD/2022/319808 

 

TENTANG 
 

PENETAPAN STATUS SIAGA DARURAT PENANGGULANGAN BENCANA 

KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI KABUPATEN PELALAWAN  
TAHUN 2022 

 

BUPATI PELALAWAN, 
 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan analisa prakiraan cuaca dari 
Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) 

Provinsi Riau, diperkirakan pada bulan Januari 
2022 sudah memasuki musim Kemarau, khususnya 

di daerah pesisir, perlu meningkatkan kewaspadaan  
terhadap ancaman bencana kebakaran hutan dan 
lahan; 

  b. bahwa hasil pantauan satelit pada bulan Januari-
Februari 2022 terdeteksi beberapa titik panas 
(HOTSPOT) dan kejadian karhutla di Kabupaten 

Pelalawan terutama di Kecamatan Teluk Meranti, 
Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kecamatan Kuala 

Kampar, Kecamatan Pelalawan dan Kecamatan 
Langgam; 

  c. bahwa rekomendasi rapat koordinasi Persiapan 

penetapan Status Siaga Darurat Pencegahan 
Kebakaran Hutan dan Lahan, tingkat Kabupaten 

pada tanggal 10 Februari 2022, setuju agar 
Pemerintah Kabupaten untuk segera menetapkan 
status siaga darurat penanggulangan bencana 

Kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Pelalawan 
Tahun 2022, sehingga perlu ditindaklanjuti;  

  d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf  b dan huruf c, 
perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang 

Penetapan Status Siaga Darurat Penanggulangan 
Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten 
Pelalawan Tahun 2022; 

   
 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang 
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten 

Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten 
Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, 

Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga 
Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang 
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten 



Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten 
Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna,   
Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam  

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4880); 

 
 

 2. Undang-Undang Nomor  24 Tahun 2007 tentang 
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4723); 

  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 

tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah 
Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6757); 
 

  5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 
tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan 

Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4829); 

  6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 187,  Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6402); 

  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor  80 Tahun 

2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 
2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan 



Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 

  8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-
1042 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas 

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-281 
Tahun 2021  tentang Pengesahan Pengangkatan 
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil 

Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di 
Kabupaten dan Kota pada Provinsi  Riau; 
 
 

  9. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Kabupaten Pelalawan (Lembaran Daerah Kabupaten 
Pelalawan Tahun 2016 Nomor 10), sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 

Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Kabupaten Pelalawan (Lembaran Daerah Kabupaten 
Pelalawan Tahun 2019 Nomor 8); 

  10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  
Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2022 

(Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 
2021 Nomor 5); 

  11. Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2021 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2022 

(Berita Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2021 
Nomor 88); 

Memperhatikan : 1. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan 

Bencana Nomor  3 Tahun 2008 tentang Pedoman 
Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah; 

  2. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan 
Bencana Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pedoman 

Manajemen Logistik dan Peralatan Penanggulangan 
Bencana; 

  3. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan 

Bencana Nomor  05 Tahun 2009 tentang Pedoman 
Bantuan Peralatan; 

  4. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan 
Bencana Nomor   11 Tahun 2010 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Kepala Badan Nasional 

Penanggulangan Bencana Nomor 6 Tahun 2008 
tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai; 

  5. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan 
Bencana Nomor  24 Tahun 2010 tentang Pedoman 
Penyusunan Rencana Operasi Darurat Bencana; dan 

  6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan 
Bencana Nomor  12 Tahun 2014 tentang Peran Serta 
Lembaga Usaha Dalam Penyelenggaraan 

Penanggulangan Bencana (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 1603. 



    

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan :  

KESATU : Menetapkan Status Siaga Darurat Penanggulangan Bencana 

Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Pelalawan Tahun 
2022. 

KEDUA : Status Siaga Darurat Penaggulangan Bencana Kebakaran 
Hutan dan Lahan di Kabupaten Pelalawan sebagaimana 
dimaksud dalam Diktum Kesatu berlangsung selama 214 

(dua ratus empat belas) hari kalender terhitung mulai 
tanggal 1 Maret 2022 sampai dengan 30 September 2022. 

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya 

Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pelalawan 

Tahun Anggaran 2022 dan sumber-sumber lain yang tidak 
mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-
undangan. 

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari 

ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan 
seperlunya. 

 

Ditetapkan di Pangkalan Kerinci 
pada  tanggal    1 Maret 2022 

BUPATI PELALAWAN, 
 

 
 
 

Z U K R I 
 

 

 Tembusan disampaikan Yth : 

1. Gubernur Riau di Pekanbaru; 
2. Forkopimda Kabupaten Pelalawan di Pangkalan Kerinci; 
3. Inspektur Kabupaten Pelalawan di Pangkalan Kerinci; 


